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1. Latar Belakang
Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan sumber daya manusia, layanan kemahasiswaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pencapaian visi dan misi STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
Berdasarkan evaluasi dokumen keuangan Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan 2025/2026, institusi telah memiliki praktik perencanaan, penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Untuk memperkuat akuntabilitas, keterlacakan bukti, pengendalian internal, kesinambungan anggaran, serta keterkaitan antara Rencana Strategis, Rencana Operasional, RKAT, pelaksanaan, dan evaluasi, diperlukan kebijakan pengelolaan keuangan yang ditetapkan secara formal.
Kebijakan ini menjadi acuan umum bagi pimpinan, BAUK, bagian keuangan, unit kerja, program studi, dan pihak lain yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta evaluasi keuangan institusi.
2. Tujuan
A. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
B. Menjamin bahwa penggunaan dana mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan program kerja institusi;
C. Menetapkan prinsip umum dalam penyusunan rkat, penerimaan dana, pengeluaran dana, pertanggungjawaban, pelaporan, pengendalian, dan evaluasi;
D. Meningkatkan keterlacakan antara rencana anggaran, realisasi, bukti transaksi, dan hasil kegiatan;
E. Memperkuat pengendalian internal dan mitigasi risiko keuangan; serta
F. Menjadi dasar penyusunan standar, prosedur operasional baku, formulir, dan dokumen mutu bidang keuangan.
3. Ruang Lingkup
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengelolaan keuangan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, yang sekurang-kurangnya mencakup:

A. Perencanaan dan penganggaran;
B. Penetapan dan pengesahan rkat;
C. Penerimaan dana pendidikan dan penerimaan lain yang sah;
D. Pengeluaran dan pencairan dana;
E. Pengelolaan kas dan rekening bank;
F. Pengelolaan piutang atau tunggakan mahasiswa;
G. Pengadaan dan pembayaran terkait barang dan jasa;
H. Pertanggungjawaban kegiatan dan transaksi;
I. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan;
J. Rekonsiliasi saldo dan transaksi;
K. Pengendalian internal, pengawasan, dan pemeriksaan;
L. Pengelolaan risiko keuangan;
M. Arsip dan retensi dokumen keuangan; dan
N. Evaluasi serta Tindak lanjut.
4. Dasar dan Acuan
Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada:
A. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan penjaminan mutu yang berlaku;
B. Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang berlaku;
C. Statuta stai haji agus salim cikarang bekasi;
D. Rencana strategis dan rencana operasional stai haji agus salim cikarang bekasi;
E. Ketentuan yayasan yang menaungi stai haji agus salim cikarang bekasi, sepanjang relevan dan sesuai kewenangan;
F. Dokumen sistem penjaminan mutu internal; dan
G. Ketentuan internal lain yang berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program.
Nomor dan judul peraturan, Statuta, serta ketentuan Yayasan dicantumkan secara lengkap pada saat dokumen ditetapkan setelah diverifikasi oleh pimpinan dan LPM.
5. Prinsip Pengelolaan Keuangan
	Prinsip
	Makna Operasional

	Akuntabilitas
	Setiap penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan dana dapat dijelaskan, dibuktikan, dan dipertanggungjawabkan.

	Transparansi
	Informasi keuangan tersedia bagi pihak berwenang sesuai tingkat akses dan kebutuhan pengawasan.

	Efektivitas
	Penggunaan dana diarahkan pada pencapaian sasaran program dan indikator kinerja.

	Efisiensi
	Penggunaan sumber daya dilakukan secara hemat, wajar, dan proporsional tanpa mengurangi mutu layanan.

	Kepatuhan
	Pengelolaan dana mengikuti peraturan, Statuta, kebijakan, standar, dan prosedur yang berlaku.

	Keterlacakan
	Setiap transaksi dapat ditelusuri dari rencana, persetujuan, pelaksanaan, bukti transaksi, pencatatan, hingga pelaporan.

	Pemisahan fungsi
	Perencanaan, persetujuan, pelaksanaan pembayaran, pencatatan, dan pemeriksaan dipisahkan sejauh memungkinkan untuk memperkuat pengendalian internal.

	Keberlanjutan
	Perencanaan memperhatikan kemampuan pendanaan jangka pendek dan jangka menengah serta risiko penurunan penerimaan.

	Kehati-hatian
	Pengambilan keputusan keuangan mempertimbangkan risiko, bukti, kewajaran biaya, dan kemampuan kas institusi.



6. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
6.1 Perencanaan dan RKAT
Seluruh program dan kegiatan yang menggunakan dana institusi direncanakan melalui mekanisme penganggaran yang terdokumentasi. RKAT disusun berdasarkan Renstra, Renop, kebutuhan unit, proyeksi penerimaan, evaluasi realisasi tahun sebelumnya, serta kemampuan keuangan institusi. RKAT harus memuat program, kegiatan, indikator atau keluaran, anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.

6.2 Penerimaan
Seluruh penerimaan dicatat berdasarkan sumber dan jenis penerimaan. Penerimaan melalui rekening institusi diutamakan untuk meningkatkan keterlacakan. Penerimaan tunai, apabila masih diperlukan, harus disertai bukti penerimaan dan segera dicatat serta disetorkan sesuai prosedur.

6.3 Pengeluaran dan Pencairan
Pengeluaran hanya dilakukan untuk kegiatan yang memiliki dasar anggaran, persetujuan pejabat berwenang, serta bukti pendukung yang memadai. Pengeluaran di luar RKAT harus memperoleh persetujuan sesuai kewenangan dan dicatat sebagai perubahan atau penyesuaian anggaran.

6.4 Pertanggungjawaban
Setiap penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang sah, relevan, dan dapat ditelusuri. Pertanggungjawaban kegiatan harus disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur.

6.5 Pencatatan dan Pelaporan
Transaksi keuangan dicatat secara tertib, konsisten, dan periodik. Laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran disusun secara berkala untuk kebutuhan pengendalian manajemen, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

6.6 Rekonsiliasi
Rekonsiliasi dilakukan secara berkala antara buku kas, catatan akuntansi, rekening bank, saldo awal, saldo akhir, dan dokumen transaksi untuk memastikan konsistensi data.

6.7 Pengendalian Internal
Institusi menerapkan persetujuan berjenjang, verifikasi dokumen, pembatasan akses, pemisahan fungsi, rekonsiliasi, pemantauan realisasi anggaran, dan pemeriksaan internal sesuai kebutuhan.

6.8 Risiko Keuangan
Risiko yang berkaitan dengan penurunan jumlah mahasiswa, penurunan penerimaan, tunggakan, kenaikan biaya, kebutuhan darurat, kehilangan aset, kesalahan transaksi, dan ketidakcukupan kas harus diidentifikasi dan dimitigasi.

6.9 Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan keuangan dievaluasi secara berkala melalui pemantauan manajemen, kegiatan penjaminan mutu internal, pemeriksaan internal, dan audit eksternal apabila dilakukan atau dipersyaratkan.

6.10 Tindak Lanjut
Temuan evaluasi, rekonsiliasi, pemeriksaan, atau audit wajib ditindaklanjuti secara terdokumentasi oleh unit yang bertanggung jawab.
7. Perencanaan Keuangan dan Keberlanjutan
Perencanaan keuangan harus menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk perkembangan jumlah mahasiswa, tarif yang berlaku, sumber penerimaan lain, realisasi biaya, kebutuhan program, dan kemampuan kas. Data mahasiswa per angkatan menunjukkan perubahan dari 120 mahasiswa pada Tahun Akademik 2022/2023 menjadi 98 mahasiswa pada 2023/2024, 95 mahasiswa pada 2024/2025, dan 80 mahasiswa pada 2025/2026. Perubahan tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan proyeksi penerimaan dan pengendalian belanja.
Evaluasi laporan keuangan juga menunjukkan bahwa perencanaan harus memperhatikan kesinambungan antara penerimaan tahun berjalan dan kebutuhan belanja. Saldo awal tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional tahun berjalan, tetapi disajikan tersendiri sebagai bagian dari posisi kas dan sumber pembiayaan.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan, institusi menetapkan kebijakan untuk:
A. Menyusun proyeksi penerimaan dan belanja secara realistis;
B. Memantau perkembangan jumlah mahasiswa dan tunggakan secara periodik;
C. Mengembangkan sumber pendanaan lain yang sah, termasuk dukungan yayasan, hibah, kerja sama, dan sumber lain sesuai ketentuan;
D. Mengendalikan belanja berdasarkan prioritas strategis dan kemampuan kas;
E. Menyediakan cadangan atau ruang fiskal untuk kebutuhan tidak terduga sesuai kemampuan institusi; dan
F. melakukan evaluasi berkala atas rasio penerimaan, belanja, saldo, dan kewajiban.
8. Tugas dan Tanggung Jawab
	Pihak/Unit
	Tanggung Jawab Utama

	Ketua STAI
	Menetapkan arah kebijakan, memberikan persetujuan sesuai kewenangan, dan memastikan pengelolaan keuangan mendukung tujuan institusi.

	Ka BAUK
	Mengoordinasikan perencanaan anggaran, administrasi keuangan, pengendalian, rekonsiliasi, pelaporan, serta tindak lanjut bidang keuangan.

	Bagian Keuangan/Bendahara
	Melaksanakan penerimaan, pembayaran, pencatatan, pengarsipan bukti, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan sesuai prosedur dan kewenangan.

	LPM
	Memantau pemenuhan standar mutu bidang keuangan serta mengoordinasikan evaluasi melalui mekanisme SPMI.

	Unit/Program Studi
	Mengusulkan program dan anggaran, menggunakan dana sesuai persetujuan, serta menyampaikan pertanggungjawaban dan bukti pelaksanaan.

	Yayasan
	Melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang diatur dalam Statuta dan ketentuan Yayasan, termasuk persetujuan atau pengawasan apabila dipersyaratkan.



9. Dokumen Turunan
Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut sekurang-kurangnya dalam dokumen berikut:
A. Standar Pengelolaan Keuangan;
B. SOP Penyusunan RKAT;
C. SOP Penerimaan Dana;
D. SOP Pengeluaran dan Pencairan Dana;
E. SOP Pertanggungjawaban Keuangan;
F. SOP Pengelolaan Kas dan Bank;
G. SOP Rekonsiliasi Keuangan;
H. SOP Pengelolaan Piutang atau Tunggakan Mahasiswa;
I. formulir pengajuan anggaran;
J. formulir permintaan atau pencairan dana;
K. formulir pertanggungjawaban kegiatan;
L. format RKAT dan laporan realisasi;
M. register risiko keuangan; dan
N. format pemantauan serta tindak lanjut.
10. Pengendalian Dokumen dan Arsip
A. Dokumen kebijakan, standar, SOP, formulir, RKAT, laporan, bukti transaksi, dan hasil evaluasi dikelola secara tertib dan mudah ditelusuri.
B. Akses terhadap dokumen keuangan diberikan sesuai kewenangan dan kebutuhan tugas.
C. Perubahan dokumen harus tercatat melalui mekanisme pengendalian revisi.
D. Masa simpan dokumen mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi yang berlaku.
11. Evaluasi dan Peninjauan
Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan sekurang-kurangnya ditinjau apabila terdapat perubahan peraturan, Statuta, struktur organisasi, sistem keuangan, kebutuhan akreditasi, hasil audit, atau temuan evaluasi yang memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu pengelolaan keuangan.
12. Penutup
Kebijakan Pengelolaan Keuangan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi menjadi acuan umum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berkelanjutan. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui standar, prosedur operasional baku, formulir, dan keputusan lain yang ditetapkan sesuai kewenangan.
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